BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN
DAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR BAGI MASYARAKAT YANG DIJAMIN

Menimbang :

Mengingat

OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONDOWOSO,

bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan Program
Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Pelayanan
Kesehatan Dasar Masyarakat yang dijamin oleh Pemerintah
Kabupaten Bondowoso, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
Miskin dan Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Masyarakat yang
dijamin oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4.Undang-Undang...
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Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembatan Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13.Peraturan...

Paraf Koordinasi

Kepala Dinkes Kabag Hukum

Ke;ﬁ Dinsos

L




. .

13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor
12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009
tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah,;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009
tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama
Antar Daerah;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2581 /MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis
Pelayanan  Kesehatan Dasar Jaminan  Kesehatan
Masyarakat;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1540 Tahun 2002
tentang Penempatan Tenaga Medis Melalui Masa Bakti dan
Cara Lain;

21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
128/ MENKES/SK/11/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat
Kesehatan Masyarakat;

22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :
1267/MENKES /SK/XII/2004tentang Standar Pelayanan
Minimal Laboratorium Kesehatan Kabupaten/Kota;

23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
279/MENKES/SK/IV/2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas;

24 .Keputusan...
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Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:
666/MENKES/SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap
Pelayanan Medik Dasar;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
922 /MENKES /SKX/2008 tentang Pedoman = Teknis
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota,
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan
Nasional,
Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang
Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Kiskin dan Orang
Tidak Mampu;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun
2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun
2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah;
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan
Kesehatan Daerah Di Jawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2010;
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan
Kesehatan Daerah;
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 138 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan
Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur;
Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor:
188/23/KTPS/013/2007 tentang Sistem Kesehatan
Provinsi;
Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor:
188/786/KTPS/013/2003 tentang Pelaksanaan Sistem
Regional Rujukan Provinsi Jawa Timur;
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun
2010 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010
Nomor 2 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun
2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri C)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun
2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun
2013 Nomor 1 Seri C);

37.Peraturan...
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Menetapkan :
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37. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014
Nomor 1 Seri E);

38. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 12 Tahun 2013
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit
Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso (Berita
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DAN
PELAYANAN KESEHATAN DASAR MASYARAKAT YANG
DIJAMIN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Bondowoso.

3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.

Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disingkat Dinkes,

adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.

5. Dinas Sosial, yang selanjutnya disingkat Dinsos, adalah
Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso.

6. Rumah Sakit Umum, yang selanjutnya disingkat RSU,
adalah Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten
Bondowoso.

7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang
selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso.

8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang
selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan
hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan
program jaminan kesehatan.

9. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat
Puskesmas, adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah
Kabupaten Bondowoso.

o
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Unit Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat UGD
adalah Unit/bagian yang memberikan pelayanan gawat
darurat kepada masyarakat yang menderita penyakit akut
atau mengalami kecelakaan.

Peserta adalah masyarakat miskin dari Daerah yang
mendapat jaminan  pemeliharaan kesehatan oleh
Pemerintah Daerah.

Pelayanan Kesehatan Dasar bagi masyarakat adalah
pelayanan kesehatan dasar di rawat jalan dan rawat inap
kelas III di Puskesmas dan jaringannya.

Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat
JKN, adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar
peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan
yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar
iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin adalah program
jaminan pembiayaan integrasi ke Program JKN/Kartu
Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran Daerah
(KIS PBI-D) yang diberikan Pemerintah Daerah kepada
masyarakat miskin yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Penerima Bantuan Iuran Daerah, yang selanjutnya
disingkat PBI-D, adalah masyarakat miskin yang menjadi
peserta program JKN pada BPJS Kesehatan yang preminya
ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan
sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya
dalam Program JKN pada BPJS Kesehatan.

Masyarakat miskin, yang selanjutnya disingkat Maskin,
adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan
sosial yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Masyarakat yang dijamin pembiayaan kesehatan oleh
Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah seniman, maskin
penerima layanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial
Provinsi Jawa Timur, penghuni Lembaga Pemasyarakatan
(Lapas) dan rumah tahanan, gelandangan dan orang
terlantar yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap.

19.Masyarakat...
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Masyarakat dengan kondisi tertentu yang dijamin
pembiayaan kesehatan oleh Pemerintah Provinsi Jawa
Timur adalah penderita kusta atau mantan penderita
kusta, penderita gangguan jiwa berat dan atau penderita
pasung, penderita kelainan kengenetal (cacat bawaan lahir),
penderita gizi buruk, penderita KIPI, pengungsi masalah
sosial (selama masih di panampungan milik pemmerintah
Provinsi), Penderita TBC, Penderita AIDS, Ibu hamil,
bersalin nifas dan bayi baru lahir (neonatus dengan risiko
tinggi).

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya adalah
pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas
Rawat Inap di kelas III, Puskesmas Pembantu, Puskesmas
Keliling, Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes).

Pelayanan Rawat Inap Kelas II Puskesmas adalah
pelayanan rawat inap di 1 (satu) ruangan dengan 1 (satu)
tempat tidur, 1 (satu) meja dan 1 (satu) kursi untuk 1 (satu)
pasien.

Pelayanan Rawat Inap Kelas III Puskesmas adalah
pelayanan rawat inap di bangsal atau ruangan kelas III
Puskesmas Rawat Inap yang berisi beberapa tempat tidur
dalam 1 (satu) ruangan.

Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit adalah pelayanan
kesehatan kelas IIIl di RSU yang dijamin oleh Pemerintah
Daerah untuk Maskin Kuota Jamkesda dan Maskin
tambahan kuota.

Obat Non Pelayanan Kesehatan Dasar, yang selanjutnya
disebut Obat Non PKD, adalah obat-obatan yang digunakan
di luar obat ketentuan Pelayanan Kesehatan Dasar.

Obat Pelayanan Kesehatan Dasar, yang selanjutnya disebut
Obat PKD adalah obat yang diberikan yang sesuai dengan
obat ketentuan Pelayanan Kesehatan Dasar.

Pemberi Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disingkat
PPK, adalah yaitu RSU, Puskesmas dan jaringannya serta
Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinkes.

Laboratorium Kesehatan Daerah, yang selanjutnya
disingkat Labkesda, adalah Laboratorium Kesehatan
Daerah yang merupakan UPT Dinkes.

KIPI adalah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan
merupakan efek samping dari imunisasi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.

BAB II...
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BAB II
KETENTUAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu
Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin

Pasal 2

(1) Peserta yang dijamin pembiayaan integrasi ke program JKN
pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah adalah
Maskin pemegang kartu Jamkesda dan pemegang SPM serta
Maskin lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Untuk Maskin di luar yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
penentuan kriteria kemiskinannya ditetapkan sebagai
berikut:

a.

tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau
mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak
mempunyai kempauan memenuhi kebutuhan dasar;
mempunyai pengeluaran sebagaian besar digunakan
untuk memenuhi konsumsi makan pokok dengan
sangat sederhana;

tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat
ke tenaga medis kecuali Puskesmas atau yang disubsidi
Pemerintah;

tidak mampu membeli pakaian satu dalam 1 (satu)
tahun untuk setiap anggota rumah tangga;

mempunyai kemampuan hanya = menyekolahkan
anaknya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan
tingkat pertama,

mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/
tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah,
termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau
tembok tidak di plester;

kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/
semen /keramik dengan kondisi tidak baik atau kualitas
rendah;

atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes
dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;

mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan
dari listrik atau listrik tanpa meteran;

luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m? (delapan meter
per segi) per orang;

mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau
mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

(3)Penentuan...
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(3) Penentuan maskin lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) akan ditindaklanjuti dengan uji petik ke lokasi atau
domisili maskin yang bersangkutan.

(4) Maskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
berstatus sebagai PBI-D dan didaftarkan ke BPJS Kesehatan
berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Bupati melalui
Kepala Dinkes dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang
Banyuwangi.

(5) Kepesertaan dan pendaftaran bagi Maskin yang bersifat
segera dan darurat maka kepesertaan awal berstatus
sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan
Bukan Pekerja (BP) dengan disertai surat pengantar dari
Dinkes dan rekomendasi dari Dinsos yang selanjutnya akan
dimasukkan dalam kepesertaan PBI-D.

Bagian Kedua
Kepesertaan Masyarakat Yang Mendapatkan Pelayanan
Dasar di Puskesmas dan Jaringannya

Pasal 3

Kepesertaan masyarakat yang mendapatkan pelayanan dasar
di Puskesmas dan jaringannya yaitu masyarakat yang
berdomisili atau yang tidak berdomisili di wilayah Daerah dan
merupakan penduduk Daerah dengan dibuktikan dengan
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang
masih berlaku.

BAB III
PENGORGANISASIAN

Pasal 4

(1) Untuk pelaksanaan integrasi Maskin menjadi peserta
Program JKN /KIS PBI-D yang dikelola oleh BPJS Kesehatan,
dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati dan Tim Pengelola yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinkes.

(2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas melaksakanan koordinasi penyelanggaraan
integrasi ke dalam Program JKN/KIS yang melibatkan lintas
sektor dan pemangku kepentingan terkait dalam berbagai
kegiatan  koordinasi, sinkronisasi, pembinaan dan
pengendalian.

(3)Tim...
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(3) Tim Pengelola  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas melaksanakan kegiatan yang meliputi manajemen,
pelayanan, pemantauan, pengawasan dan administrasi
keuangan.

BAB IV
VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 5

Verifikasi dan validasi data masyarakat miskin yang akan
diusulkan menjadi peserta JKN/KIS sebagai PBI-D
dilaksanakan oleh Dinsos dan ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

BAB V
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN
JARINGANNYA, DAN LABKESDA

Bagian Kesatu
Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap dan Persalinan di
Puskesmas dan Jaringannya

Pasal 6

(1) Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Jaringannya
tidak dipungut biaya retribusi maupun biaya tindakan
medis serta biaya pemeriksaan penunjang, dengan syarat
membawa atau menunjukkan KTP Bondowoso.

(2) Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas meliputi:

a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP);

Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP);

pelayanan penunjang diagnostic;

pelayanan Visum et Repertum,

pelayanan obat;

pelayanan tindakan medis; dan
g. transportasi rujukan dari Puskesmas ke RSU.

(3) Terhadap masyarakat miskin dan non miskin, Pelayanan
RJTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi
pelayanan:

a. Balai Pengobatan Umum;

b. Balai Pengobatan Gigi;

c. Kesehatan Ibu dan Anak dan Keluarga Berencana,
d. Unit Gawat Darurat;

"o oo o

e.konsultasi...
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e. konsultasi kesehatan; dan
f. pemeriksaan untuk mendapatkan surat keterangan
sehat.

(4) Pelayanan RITP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a di kelas III meliputi pelayanan:

pemeriksaan Dokter;

Asuhan Keperawatan,

Asuhan Kebidanan;

Pelayanan Gizi;

Pelayanan Obat PKD; dan
f. pelayanan pemeriksaan penunjang

(5) Pelayanan dan persediaan obat di Puskesmas dan
jaringannya mengacu pada Daftar Obat Esensial Nasional
(DOEN) dan obat PKD.

(6) Pemberian obat untuk rawat jalan diberikan dalam 3 (tiga)
hari kecuali kasus kronis dapat diberikan lebih dari 3 (tiga)
hari.

(7) Pemberian obat di luar formularium ditetapkan oleh Kepala
Dinkes.

(8) Pemberian Pelayanan perheriksaan kehamilan, keguguran,
persalinan normal, pelayanan persalinan dengan penyulit
dan penanganan komplikasinya di Puskesmas dan
jaringannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

(9) Pelayanan Visum et Repertum untuk penegakan hukum
diberikan pada masyarakat miskin dan non miskin dengan
biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

(10)Dalam keadaan gawat darurat medis, masyarakat dapat
langsung dilayani di UGD Puskesmas tanpa menunjukkan
identitas KTP, tetapi dikenakan kewajiban untuk melengkapi
foto kopi KTP dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua
puluh empat) jam.

(11)Pelayanan kesehatan juga meliputi untuk Pelayanan efek
samping yang tidak diinginkan dari tindakan program
imunisasi (KIPI).

(12)Pelayanan Keluarga Berencana dan khitanan masal dalam
rangka bakti sosial atau mengikuti even, tidak dijamin oleh
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin.

o0 op

Bagian Kedua
Pelayanan di Labkesda

Pasal 7
(1) Pelayanan di Labkesda yang dijamin oleh Pemerintah
Daerah  merupakan  pelayanan rujukan  spesimen
laboratorium dari Puskesmas dan Jaringannya.

(2)Pelayanan...
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(2) Pelayanan Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

Pemeriksaan darah lengkap;

Pemeriksaan kimia darah;

Pemeriksaan serologi;

Pemeriksaan mikrobiologi; dan
e. Pemeriksaan faeces dan urine.

(3) Pemeriksaan Laboratorium lingkungan dan pangan tidak
dijamin oleh Pemerintah Daerah.

o op

BAB VI
PELAYANAN DI RSU

Bagian Kesatu
Pelayanan bagi Peserta JKN/KIS

Pasal 8

(1) Pelayanan di RSU merupakan pelayanan lanjutan rujukan
dari Puskesmas atau pelayanan di UGD RSU untuk kasus
gawat darurat.

(2) Pelayanan di RSU dan Rumah Sakit Rujukan lainnya
sebagaimana pelayanan yang diberikan kepada Peserta
Program JKN/KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Bagian Kedua
Pelayanan yang didanai oleh Program Jaminan Kesehatan
Masyarakat Miskin

Pasal 9

Pelayanan yang didanai oleh Program Jaminan Kesehatan

Masyarakat Miskin, meliputi:

a. Pelayanan Visum et Repertum untuk penegakan hukum
diberikan pada korban hidup dan meninggal serta bedah
mayat dan gali kubur bagi masyarakat, biayanya ditanggung
oleh Pemerintah Daerah;

b. Pengantaran jenazah dalam wilayah Daerah bagi peserta
Program JKN/KIS Penerima Bantuan Iuran Pusat (PBI-N)
dan PBI-D;

c. Pelayanan ambulance yang dijamin oleh Pemerintah Daerah
adalah pelayanan ambulance yang tidak dibiayai oleh
Program JKN/KIS atau BPJS Kesehatan serta pelayanan
ambulance bagi maskin dan masyarakat dengan kondisi
tertentu yang dijamin oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

d.Pelayanan...
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d. Pelayanan efek samping yang tidak diinginkan dari tindakan
program imunisasi (KIPI);

e. Pemulasaran jenazah bagi jenazah penderita HIV/AIDS; dan

f. Pelayanan rawat jalan dan rawat inap bagi gelandangan
pengemis, gelandangan psikotik, orang dengan tempat
tinggal tidak tetap, penghuni Lembaga Pemasyarakatan
(Lapas) serta orang terlantar sebelum yang bersangkutan
dijamin biaya perawatannya oleh Pemerintah Provinsi Jawa
Timur.

BAB VII
PEMBIAYAAN PROGRAM INTEGRASI,
MEKANISME PEMBAYARAN PREMI

Bagian Kesatu
Pembiayaan Integrasi

Pasal 10

(1) Pembiayaan program integrasi dianggarkan pada Dinkes
dan bersumber dari APBD.

(2) Besaran premi bagi PBI-D untuk pembiayaan program
integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebesar Rp. 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) setiap
peserta per bulan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pembayaran Premi

Pasal 11

(1) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
melakukan pembayaran premi kepesertaan PBI-D secara
periodik kepada BPJS Kesehatan pada setiap bulan paling
lambat tanggal 10 setelah mendapatkan tagihan dari BPJS
Kesehatan.

(2) Khusus untuk triwulan pertama, premi kepesertaan PBI-D
dibayarkan kepada BPJS Kesehatan paling lambat akhir
bulan Maret.

(3) Bagi masyarakat miskin yang mendaftar sebagai peserta
Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja
(BP) dengan rekomendasi Dinsos, maka iuran dibayar oleh
peserta sampai dengan peserta didaftarkan sebagai peserta
PBI-D.

BAB VIIIL...
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BAB VIII
KLAIM

Bagian Kesatu
Besaran Tarif Klaim

Pasal 12

(1) Klaim pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya,
serta di Labkesda, dan klaim pelayanan ambulance
pengantaran jenazah bagi peserta Program JKN/KIS
Penerima Bantuan Iuran Pusat (PBI-N) atau PBI-D, besaran
tarifnya  berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Bondowoso tentang Retribusi Jasa Umum.

(2) Klaim rujukan ke Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember
atau ke Rumah Sakit Daerah dr. Abdoer Rahem Situbondo,
besaran tarifnya disesuaikan dengan Perjanjian Kerjasama
Dinkes dengan kedua Rumah Sakit Daerah dimaksud.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Klaim

Paragraf 1
Klaim Pelayanan di Puskesmas dan Jaringannya

Pasal 13

(1) Pengajuan klaim dilaksanakan setiap bulan sesuai dengan
pelayanan yang diberikan berdasarkan tarif yang telah
ditetapkan.

(2) Pengajuan klaim pelayanan RJTP dan UGD di Puskesmas
dan jaringannya dengan melampirkan:

a. foto kopi register pelayanan RJTP dan UGD;
b. rekap pelayanan RJTP; dan
c. rekap klaim rawat jalan dan UGD.

(3) Pengajuan klaim pelayanan RITP di Puskesmas Rawat Inap

dengan melampirkan:

a. SJP Rawat Inap Umum;

d. foto kopi KTP dan KK;

e. perincian biaya pelayanan rawat inap; dan
f. rekap klaim rawat inap;

(4) Pengajuan klaim biaya transportasi rujukan dan mengantar
jenazah, dengan melampirkan:
a. foto kopi KTP dam KK;

b.surat...
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b. surat tugas dari Kepala Puskesmas;
c. surat rujukan yang berisikan data penyakit dan tujuan
rujukan telah ditulis lengkap; dan
d. rekap klaim rujukan.
(5) Pengajuan klaim pelayanan visum et repertum dan
perawatan jenazah dengan melampirkan:
a. KTP dan KK;
b. Surat permintaan visum et repertum dari Kepolisian;
c. Surat keterangan kematian (bagi korban meninggal); dan
d. Rekap klaim visum.
(6) Pengajuan klaim pelayanan tindakan medis rawat jalan dan
UGD dengan melampirkan:
a. foto kopi KTP;
b. bukti pelayanan tindakan medis; dan
c. rincian biaya pelayanan tindakan medis.
(7) Pengajuan klaim pelayanan persalinan dengan
melampirkan:
a. foto kopi KTP;
bukti pelayanan tindakan persalinan;
partograf;
rincian biaya pelayanan tindakan medis; dan
rekap klaim persalinan.

o po o

Pasal 14

Alur pengajuan klaim Pelayanan di Puskesmas dan

Jaringannya sebagai berikut:

a. Puskesmas merekap hasil pelayanan untuk diajukan ke
Dinkes;

b. Rekap pelayanan ditandatangani oleh Koordinator Rawat
jalan BP, KIA, UGD, Koordinator Rawat Inap, Bendahara
Penerimaan dan Kepala Puskesmas;

c. Kepala Puskesmas mengajukan permohonan pengajuan
klaim ke Kepala Dinkes;

d. Dilakukan verifikasi oleh Verifikator Jamkesda Dinkes
untuk pelayanan di Puskesmas;

e. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Verlﬁkas1
dan dibuatkan jawaban klaim, selanjutnya jawaban klaim
direkap dan diajukan ke Sub Bagian Keuangan dan
Pengelolaan Aset pada Dinkes ;

f. Hasil pencairan dana diserahkan ke Puskesmas sesuai
dengan hasil verifikasi yang diajukan ke Sub Bagian
Keuangan dan Pengelolaan Aset pada Dinkes.

Paragraf 2...

Paraf Koordinasi

Kep:i],q Dinsos Kepala Dinkes Kabag Hukum

L




- 16 -

Paragraf 2
Klaim Pelayanan di Labkesda

Pasal 15

(1) Pengajuan klaim dilakukan oleh Labkesda ke Dinkes.

(2) Pengajuan klaim pelayanan rujukan spesimen laboratorium
yang berasal dari RJTP atau RITP di Puskesmas dan
jaringannya dengan melampirkan:

a. foto kopi KTP dan KK;
b. foto kopi surat rujukan permintaan pemeriksaan
laboratorium dari Puskesmas.

(3) Rekap pelayanan rujukan laboratorium ditandatangani oleh
pelaksana analis kesehatan dan mengetahui Kepala UPT
Labkesda.

(4) Dokumen klaim dikirim ke Dinkes yang disertai dengan
surat permohonan pembayaran klaim ke Kepala Dinkes.

Paragraf 3
Klaim Pelayanan di RSU

Pasal 16

(1) Pengajuan Klaim dilaksanakan setiap bulan sesuai dengan
pelayanan yang diberikan berdasarkan tarif yang telah
ditetapkan.

(2) Pengajuan klaim biaya mengantar jenazah dengan
melampirkan:

a. foto kopi KTP dan KK;

b. SJP;

c. Surat rujukan yang telah ditandatangani oleh penerima
rujukan.

(3) Pengajuan klaim pelayanan visum et repertum dan
perawatan jenazah dengan melampirkan:

a. KTP dan KK;
b. Surat permintaan visum et repertum dari Kepolisian;
c. Surat keterangan kematian (bagi korban meninggal).

Bagian Ketiga
Batas Waktu Pengajuan Klaim

Pasal 17
(1) Klaim diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah

pelayanan, dan dokumen klaim dikirim ke Dinkes paling
lambat tanggal 5 (lima) untuk setiap bulannya.

(2)Pengajuan...
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(2) Pengajuan klaim yang lebih dari 3 (tiga) bulan dari bulan
pelayanan, maka klaim tidak dapat diterima dan dinyatakan
hangus.

BAB VIII
DANA

Pasal 18

Integrasi peserta Jamkesda, Pemegang SPM dan masyarakat
miskin lainnya dan pelayanan kesehatan dasar bagi
masyarakat di Puskesmas dan jaringannya dibebankan pada
APBD dan berada di Dokumen Pelakssanaan Anggaran (DPA)
Dinkes.

Pasal 19

(1) Dana dari hasil pembayaran premi Program JKN/KIS yang
dibayarkan ke BPJS Kesehatan menjadi hak sepenuhnya
bagi BPJS Kesehatan.

(2) Dana hasil klaim pelayanan kesehatan di RSU menjadi hak
sepenuhnya bagi RSU

(3) Dana hasil klaim pelayanan kesehatan dasar bagi
masyarakat disetor bruto ke Kas Daerah sebagai retribusi
melalui Dinkes dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua
puluh empat) jam, selanjutnya akan dikembalikan Jasa
Pelayanan sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dan
selebihnya digunakan untuk biaya operasional Puskesmas.

BAB IX
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT MISKIN DAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR
YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 20

Laporan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin dan

Pelayanan Kesehatan Dasar yang dijamin oleh Pemerintah

Daerah, meliputi:

a. Laporan Integrasi Peserta Jamkesda, Pemegang SPM dan
Maskin lainnya;

b.Laporan...
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b. Laporan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan
Jaringannya dengan menggunakan format Puskesmas yang
terdiri dari Laporan Pelayanan Puskesmas;

c. Laporan Puskesmas 10 (sepuluh) Penyakit Terbanyak.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 21

(1) Dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan
terhadap pengelolaan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Masyarakat Miskin di Daerah, Bupati menunjuk Kepala
Dinkes sebagai pembina, pengawas, dan pemeriksa.

(2) Hasil pembinaan, pengawasan dan  pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara
berkala kepada Bupati.

BAB XI
PELAKSANA VERIFIKASI KLAIM

Pasal 22

(1) Untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan pelayanan
kesehatan dasar bagi masyarakat di pelayanan kesehatan
dasar yang dijamin oleh Pemerintah Daerah, perlu dibentuk
Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinkes.

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
dari 3 (tiga) orang verifikator yang melakukan verifikasi
pelayanan kesehatan di RSU, Puskesmas dan Jaringannya,
serta Labkesda.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Bondowoso Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan Daerah dan Pelayanan Kesehatan
Dasar Masyarakat Non Miskin yang Dijamin oleh Pemerintah
Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso
Tahun 2016 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24...
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Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowgso

pada tanggal © junt /2017
BUPATI BONDOWOSO, é/

Q){/ AMIN SAID HUSNI Q/

Diundangkan di Bondowo

KABUPATEN BONDOWOSO,

‘(1 HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR a7
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